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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan dalam 

pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari penelitian ini yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan 

pemerintah baik itu pada tingkat kabupaten yaitu pada Dinas Lingkungan 

Hidup dan tingkat kecamatan pada Camat berwenang dalam pelaksanaan 

SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat usaha 

mikro dan kecil sudah berjalan, namun belum dapat dikatakan berjalan 

secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha 

yang belum memiliki SPPL. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kecamatan Depok telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

SPPL, tetapi melihat dari begitu banyaknya usaha mikro dan kecil yang 

tersebar luas di seluruh Kabupaten Sleman dengan jumlah usaha yang 

mendaftarkan SPPL masih berada jauh dari yang diharapkan dari total 

keseluruhannya. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik dengan dinas-

dinas yang terkait dalam hal usaha mikro dan kecil ini, seperti Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga dapat saling memberikan 

informasi yang terkait. 
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2. Dalam hal pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran 

lingkungan akibat usaha mikro dan kecil ini memiliki beberapa kendala 

antara lain terbatasnya sumber daya manusia dari pihak Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kecamatan Depok yang memang memiliki kewenangan untuk 

melakukan pengawasan terhadap berjalannya SPPL ini di 

masyarakat.Mengingat Kabupaten Sleman yang cukup luas dan jenis 

kegiatan usaha yang ada sangat banyak sehingga tidak dapat optimal 

dalam hal pengawasan. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam 

bertindak apabila menemukan terjadinya pelanggaran atau pencemaran 

yang dilakukan oleh pelaku usaha juga merupakan salah satu kendala yang 

menyebabkan belum optimalnya SPPL ini berlaku di tengah-tengah 

masyarakat. Dan dari pelaku usaha sendiri belum memahami betul fungsi 

dan tujuan mengapa setiap usaha mikro dan kecil diharuskan untuk 

mempunyai SPPL, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pelaku usaha 

untuk melakukan pengajuan permohonan SPPL juga banyak terjadi di 

masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 
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a. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan Depok 

perlu melakukan lebih banyak pembinaan dan sosialisasi mengenai 

pentingnya memiliki dokumen SPPL, karena meski berskala kecil aktifitas 

yang dilakukan pelaku usaha dapat berdampak bagi keberlangsungan 

lingkungan hidup dikemudian hari. 

b. Masyarakat sekitar lokasi usaha diharapkan untuk lebih aktif dalam 

melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha sebagai 

upaya pencegehan pencemaran lingkungan. 

c. Para pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan cara melakukan upaya-

upaya yang mendukung pelestarian lingkungan. 
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